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BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

FERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS

PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Memmbang

a,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jems Jabatan yang dapat
diigi oleh Pegawal Pemermtah dengan Perjanjian Kerna
dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang
Gaji dan Tunjangan Pegawal Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja, untuk memperjelas keputusan
pengangkatan calon, usul penetapan nomor indulk,
format perjanjian kerja, keputusan pengangkatan, dan
surat pernyataan melaksanakan tugas bagi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu mengubah
beberapa  ketentuan dan  lampiran dalam  Peraturan
Badan Kepepawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawal Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 49



Mengingat

Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan
Badan Kepegawaian Negara tentang Perubahan Atas
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawal

Pemerintah dengan Perjanjian Kera;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara REepublik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kera
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian MNegara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Presiden Nomeor 38 Tahun 2020 tentang Jenis
Jabatan vang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gajl
dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 218);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun
2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian MNegara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomaor 1 89);



Menetapkan

MEMUTUSEAN:
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA NOMORE 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
TEENIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA.

Pasal I
Beberapa ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan
Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118} diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, ditambahkan 1 (satu) angka yakni
angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk janglka
waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintabian,

2. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisi
kebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapan
perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran,
selelksi, pengumuman hasil seleksl, dan
pengangkatan PPPK.

3. Pejabat yang Berwenang vang selanjutnya disinglkat
PyB adalah pejabat vang mempunyai kewenangan
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan,
dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

4. Pejabat Pembina Kepegawaian vang selanjutnova
disingkat PPK adalah pejabat yvang mempunyai



n

10.

11,

kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan
pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan
mstansi daerah.

Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, kesekretariatan
lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga
nonstruktural,

Instans Daerah adalah perangkat daerah provinsi
dan perangkat daerah, kabupaten/kota wvang
meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan
perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan
lembaga teknis daerah.

Menteri adalah menteri yvang menyelenggaralan
urusan pemerntahan di bidang pendayagunaan
aparatur negara.

Badan Kepegawailan Negara vyang selanjulnya
disingkat BKN adalah lembaga pemerintah
nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan
pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN
secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-
undang.

Computer Assisted Test vang selanjutnya disingkat
CAT adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu
komputer wyang digunakan untuk mendapatkan
lalusan  yang memenuhi standar minimal
kompetensi.

Uji  Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau
Kesehatan Jiwa adalah pemeriksaan dan penilaian
kesehatan baik jasmani dan/atau rohani wvang
dilakukan untuk mengetahui kesesuaian
persyaratan fistk, psikologis, danfatau kesehatan

jiwa dengan persyaratan dalam jabatan pada



instansi pengadaan PPPK vang dilamar oleh peserta

seleksi.

Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1]

()

Pasal 18
Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK  paling
kurang terdin dan 3 (tiga) tahapan, yaitu:
a. seleksi administrasi;
b. seleksi kompetensi, dan
C. wawancara,
Dalam hal diperlukan, panitia seleksi pengadaan
PPPK dapat melakukan Uji Persyaratan Fisik,
Psikologis, dan/fatau Keschatan Jiwa dalam
pelaksanaan seleksi sesual dengan persyaratan
jabatan pada Instansi Pemerintah,

Ketentuan Pasal 20 ayat (4) dihapus sehingga berbunyi

sebagal berikut;

(1)

(2)

(3)

Pasal 20

Seleksl kompetensi terdiri atas seleksi kompeiensi

manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi

sosial kultural.

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1}, dilakukan untuk menilai kesesuaian

kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan
kompetensi sosial kultural yang dimiliki  oleh
pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pelaksanaan  seleksi  kompetensi  dilaksanakan

sebagai berikut:

a. Pelaksanaan seleksi kompetens: diumumkan
secara terbuka melalui laman instansi, surat
kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk
lain wang memungkinkan paling lambat



(4]
=]

7 (tujuh) hari kalender sebelum pelaksanaan

seleks: kompetenst,

Pengumuman paling kurang memuat:

1) hari, tanggal, waktu, dan tempat
pelaksanaan seleksi;

2] kewajiban untuk membawa kartu tanda
peserta dan Kartu Tanda Pendudul; dan

3) tata tertib pelaksanaan seleksi kompetensi,

Pelaksanaan seleksi oleh panitia seleksi instansi

pengadaan PPPK menggunakan fasilitas CAT

BKN atau fasilitas CAT lainnya yang ditentukan

oleh BKN.

Panitia seleksi instansi  pengadaan PPPK

menyediakan sarana dan prasarana  vang

memadai schingga memudahkan peserta scleksi

penyandang disabilitas mengikuti pelaksanaan

seleksi kompetensi,

Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK wajib

mencocokkan kartu tanda peserta seleksi dan

Kartu Tanda penduduk dengan kartu peserta

seleksi yang bersangkutan,

Peserta seleksi vang identitasnya tidak sesuai

dengan kartu tanda peserta seleksi atau Kartu

Tanda Penduduk, tidak dapat mengikuti seleksi

kompetensi.

Dihapus.

Penetapan dan pengumuman  hasil  seleksi

kompetensi dilaksanakan sebagai berikut:

a.
b

PPK menetapkan hasil seleksi kompetensi.
Penetapan hasil seleksi kompetens
sebagaimana  dimaksud pada  huruf a
dilaksanakan sebagai berikut:

1} Kelulusan peserta seleksi kompetensi yang
melamar pada jabatan yang mensyaratkan
adanyva sertifikasi profesi, ditetapkan
berdasarkan pada peringkat nilai sesuai
dengan kebutuhan jabatan setiap Instansi

Pernerintah.



2]  Dalam hal kelulusan peserta seleksi
kompetensi yang melamar pada jabatan
vang belum mensvaratkan adanya
sertifikasi profesi, penetapan kelulusan
dilakukan berdasarkan pada pemenuhan
nilai ambang batas minimal kelulusan
vang ditentukan Menteri dan berdasarkan
peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan
jabatan setiap Instansi Pemerintah,

¢. Panitia seleksi  instansi  pengadaan  PPPK
mengumumkan  hasil  seleksi  kompetensi
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢, memuat nama jabatan yang dilamar,
kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda
peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil
seleksi kompetensi vang disusun berdasarkan
peringkat, dan informasi lain yang diperlukan,

e. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada
huruf ¢ dilakukan dengan menggunakan laman
Instansi, surat kabar, papan pengumuman

dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.

Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima, serta di
antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu] bagian
dan 1 (satu) pasal yakni Bapian Keempat A dan Pasal 21A,
schingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat A
Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Keschatan

Jiwa

Pasal 214
[1} Untuk mengisi jabatan tertentu vang memerlukan
Uji  Persyaratan  Fisik, -Pﬂikﬂfﬂgliﬂ, dan /atay
kesehatan Jiwa, panitia seleksi instansi pengadaan
PPPK dapat melaksanakan seleksi tambahan.



(2]

(3

(4]

(=)

(&)

(7]

()

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan secara jelas, transparan dan
lengkap pada saat pengumuman seleksi pengadaan
PPPK dilaksanakan.

Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimaksud untuk mengetahul kesesuaian
persyaratan fisik, psikologis, danfatau kesehatan
Jiwa sesual dengan persyaratan jabatan  yang
dilamar.

Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK wajib
menyampaikan waktu, tempat, dan jenis Uji
Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan
Jiwa yang akan dijalani sectiap pelamar paling
lambat pada saat pengumuman hasil seleksi
kompetensi dilaksanakan,

Dalam pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1}, panitia seclcksi instansi
pengadaan PPPK berkoordinasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Kesehatan.

Panitia seleksi instansi pengadaan PPPK harus
mengumumkan hasil seleksi tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (6],
paling kurang memuat nama jabatan yang dilamar,
nama pelamar, nomor kartu tanda peserta secleksi,
hasil seleksi tambahan, dan informasi tambahan
lain yang diperlukan.

Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digunakan sebagai bahan penctapan
kelulusan hasil seleksi,

Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut;

Pasal 30

Pengangkatan menjadi PPPK  dilaksanakan melalu
tahapan sebagai berikut:



Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah menerima penetapan nomor induk PPPK dari
Kepala BEN/Kepala Kantor Regional BKN:

1. PPK dan calon PPPK menandatangani
perjanjian kerja yang dibuat menurut contoh
sehagamimana tercantum dalam Lampiran Xl
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Badan ini; dan

2. PPK menetapkan keputusan pengangkatan
PPPK vang dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum  dalam  Lampiran Xlla vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Badan ini.

3. Dalam hal terdapat perpanjangan perjanjian
kerja, keputusan pengangkatan PPPK masih
berlaku sampai dengan berakhirnya jangka
waktu perpanjangan perjanjian kerja.

Dalam hal keputusan pengangkatan PPPK ditetapkan

secara kolektf, dibuat menurat contoh sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XIIb dan Lampiran Xllc
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Badan ini.

Keputusan  pengangkatan PPPK  sebagaimana

dimaksud pada huruf a atau hurul b, disampaikan

langsung  kepada  wvang  bersanglutan  dan
tembusannya kepada Kepala BEN/Kepala Kantor

Regional BKN di lingkungan wilayah kerjanva, dan

pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, paling lambat sebelum PPPK
yang bersangkutan melaksanakan tugas.

PPPK ditugaskan/ditempatkan pada unit kerja yang

ditentukan sesual dengan kebutuhan jabatan vang

ditctapkan untuk vang bersangkutan.

Gaji dan/atau tunjangan PPPK dibayarkan setelah

vang bersangkutan dinyatakan melaksanakan tugas

berdasarkan surat pernvataan melaksanakan tugas

[SPMT).



.

Pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada huruf e sesual contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran X1 vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Surat pernyataan melaksanakan tugas  (SPMT)
sebagaimana dimaksud pada huruf e tdak boleh
berlaku surut dari  tangegal penandatanganan
perjanjian  kerja dan  penetapan  keputusan
pengangkatan menjadi PPPK.

PPPK yang melaksanakan tugas pada tanggal hari
kerja  pertema bulan  berkenaan, gap dan/atau
tunjangan dibayarkan mulai bulan berkenaan.

PPPK yang melaksanakan tugas pada langgal han
kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan,
gaji dan/atau tunjangan dibayarkan mulai bulan
beriloatnya.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dihapus dan ditambahkan

1 {satu) ayat yakni ayat (3], sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

2]
(3]

Pasal 31
Setiap calon PPPK pada saat diangkat menjadi PPPK
untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi utama
tertentu atau jabatan pimpinan tinggi madya
tertentu wajib dilantik dan mengangkat
sumpah/janji jabatan.
Dihapus.
Ketentuan secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku juga wuntuk pengangkatan PPPK dalam
Jjabatan fungsional dan jabatan lain yang bukan
merupakan jabatan struktural tetapi menjalankan
fungsi manajemen pada Instansi Pemerintah,

Lampiran Va diubah sehingga menjadi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran la yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
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Lampiran Vb diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Ib yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Lampiran Vc diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [c yang merupakan bagian
tidalk terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Lampiran XI diubah, sehingga menjadi scbagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini,

Lampiran XIla diubah sehingga menjadi scbagaimana
tercanium dalam Lampiran IVa vang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Lampiran Xilb diubah schingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Vb vang merupakan bagian
tidalk terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Lampiran XHc diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Ve yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Setelah Lampiran Xll¢ ditambahkan 1 (satu) lampiran
yaitu Lampiran Xl scbagaimana tercantum dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan imi  mulai  berlaku pada tanggal
diundanglkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2020

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tted.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 November 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

tt.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1332

Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN Inm

FERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIE INDONESLA

HOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PEEATURAN BADAN
KEPEGAWALAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEEKLS PENCGADAAN FECGAWAI
FEMERINTAH DENGAN PERIANIIAN KERIA

HWama Instansill

Nomaor 3 ...eee®

TENTANG

PENGANGEATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN HERJA

Men'imh-n:nﬂ

Mengingat

Menataplan

KESATL!

KEDLEA

Nama FFE=

1 bahwa dalam rangks pengisian kebuetuban jabatan yvang lewong & hingleungan .. %,

perlu mengangkat nama yang terscbut di bawah ini menjadi calon Pegawai Permerinmah
dengan Perjanjien Kena;

: L. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Apamtur Sipil Negam;

2. Peratyran Pemernintah Nomor 29 Tehun 2018 tentang Manajemen Pegawil
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawalan Megara Nomor .3 Tahuno % tentang 5%,

MEMUTUSEAN

:mengangkat sehagai Calon Pegawai Pemenintah dengan Perjanjian Kerja:

Marma . r

Teampat/Tamgzal Lahir e Pt gl

Jenls kelamin g T i B

Pendidikan TP IETE Y B B 7T TT ) . |
Kebutuhan Jabatan Bl i i 10

Unit Kerja Y TH|

Instansl ko 13|

Rencuna Masa Perjanjian Kerja 0 g doaao b

! Apabila di kemudian han ferdapar kekeliruan dalam keputusan ini, maka akean

diperbniki sebagaimana mestinya,

Keputusan imi dibsriken kepada yang bersanghutan uniuk dipergunakan sebagsimana
mesliya.
Ditetapbean 1 ..

pada tanggal ... 1
PPERI

Kepurusan il disampaikan kepada:

1} Kepala Badan Kepepawnian Negare Kepala KEantor Eegional Badan Kepegawaian NegaratT
4] kKepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara .. 181

3} Eepala Baden Pengelolaan Kevangan Daescah ... s

4} HKepala Kantor Cabang ... M PT. TASPEN (Persero)

o L any



PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN Ia

N KODE URALAN

1 1] Gunakan kop surat instansl bersanghutan

2 ) Tulizslah nama jabatan dan pejabar yang menctaphkan kepuatusan

&8 3 Tulislah nomos kepuiusan

4. 4) Tulislah nama instanei dimana yang bersangkutan akan diangkat
sebagai calon FRFK |

) Tulislah momer, tahun, dan  tenteng  Perateran Badan

- Kepegeraraian Negara vang mengatur tentang Pretunjuk Teknis
Pengadsaan FPPE

B &) Tulislah nama lenghkap beserta gelar calon PPPE (apabila ada)

Te T Tulislah tempat (kabupaten/ kota) dan tanggal lshir calon PEPE

H. B Tulislah jens kelamin calon FEPE

T, ) Tulislah stratp, pendelikan dan tshun holos calon PPPR sesual
STTE/ [jazakh

10, 141 Tulisiah nama kebutuhan jabatan calon FPPE

11 i1] Tulislah nama unit kerja penempatan calon PPPR

EZ, 12} Tulislah nama instansi calon PFPR

13 1.3 Tulislah rencans masa perjanjlan kera PPPE

14, 14] Tulisiabh nama tempal penetapan Keputiisan

15: 15] Tulislah tangeal penetapan keputussn

16, 16| Tulielah nama dari PPE

1T 17 Pilih Kepols Badan Kepegawaian Megara jike calon PPPE yang
bersangkutan merupakan calon PPPR di instansl pusat, pilib
Kepsks Kantor Regional Badan Kepegawaian MNegara jika calon
FPPE vang bersangkutan merapakan calon PPPE di instanm
daersh

18. 18) Tulisinh wilaynh Kontor Pelayanan Perbendeharean Negarn sesuai
dengan kantor bayar uniuk calon PPPK

149, 19 Tulislah wilayah Badan Pengelolasn Kevangan Daerph . sesuai
dengan kantor bayar untuk calon PPPK

200, 20 Tulislah nama kantor cabang PT. TASPEN (Perser) sesuai dengan
wilayah kerja penempatan celon PPPE

21. 21 Tulislah tambahan tembusan sesusl dengan kebutuban instans
A SinE-masing

KEEPALA
BaDAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESLA,

ttd.

MAWALAN NEGAFA

WIHISANA
Perundang-Undangon, BIMA HARIA WIBISA

Julia Leli Kurmated



LAMPIRAN [

PERATURAN BaDAN  KEPEGAWALAN  NEGARA
REPUBLIK INDXOMNESIA

MOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PERLEAHARN ATAS PERATURAN DBADARN
REPEGAWAIAN NEGARA NOMOR | TAHUN 2000
TENTANG FETUNJUK TEKNIZ PENGADAAN FECGAWAL
FPEMERINTAF DENGAN PERJARIIAN KEFRJA

Nama PPE=2

Menimbang  : Bahwe dalam rangka pengisian ksbutuhan jabatan yang lowong di kngkungan ... A,
periu mengangkat nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ind menjidi
Calon Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Keria;

Menging: 3 1. Undang-Undang Noemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2, Persturan Pemerintsh Momor 29 Tahun 201 8 tentang Manajemen Pegawa Pemanmtah
dengan Perjanian Kemga;
A, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Momor .5 Tahun ., tentang ....5

MEMUTUSKAN
Menetaplan
PERTAMA : Mengangkat nama yang tercantum dalam lgjur 2, menjadi Calon Pegawai Pemerintah
dengan Perjaniian Kera.
KEDUA ¢ Apabila di kemudian hari termyata terdapat keleliruan dalam keputusan ini, aken

diadakan perbaikan dan penghitungan kembali schagaimana mestinya,

Kepumasan 1 disampaikan  kepada yang berkepentingan  untuk  dipergunakan
H’hnﬂnimnnn meEslinya

Ditstapkan i i 14|
pada tanggal e 15

Keputusan ini disimpaikan kepaila:

1) Kepala Badan Kepegpawaian Megara ! Kepala KEantor Begional Baden Kepegawainn Negaea .. 18
2 Kepala Kenbor Pelayanan Perbendabarann Negara ..., '™

% Kepaln Baden Pengelolaan Kewangan Daevah ... o

4] Hepala lanvor Cabang ....... 2L FT. TASPEN [Persera)

B et a1
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PETUNJLUEK PENGISIAN LAMPIRAN Th

-2 | o P PR
1) Cunakan kop surat instansi bersangkutan
2 2) Tulislah nama jabrtan dari peiabat vang menetapkan keputusan
3 | Tulialah nomor keputosan
4. 4] Tulisteh nama instansi dimana vang bersangkutan akan dianglal
sebagai calon FPPK
5 5] Tulizsteh nomor, t@hun, das  eEnang Peraluran Badan
= Kepegawaian Megam vang mengatur tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan PPPK
a. &) Tulistah nomor urut calon PPPE
T 7 Tulisleh nama lenghkap beserta gelar calon PPPK [2pabila adaj
. B Tulislah tempat (kabupaten/kota) dan tangeal lahir calon PPPK
B ) Tulislah jenis kelamin calen PPPK
1 11 Tuliaiah atrata, pendidixan dan tahun hwles calon PPPE sesuai
STTH/[jazah
1. 11) Tulislah nama kebutuhan jabatan calon PPRK
12 12) Tulislah nama unit kerja penempatan calon PPPK
i3 13 Tulislah nama mstans calon PPPK
14, 14] Tulialah rencana masa pecjanjian kega PPRK
15 15) Tulislah nama tempat penstapan kepurussn
6. L&) | Tulislahk anpgral penstapan keputuasan
17 171 Tulislah nama dari PPK
18] Filihlah Kepaln Bedan Kepegawaian Negara jika calon PPFPE _l,rungl
18 berganghutan merupakan calon PPPK di imstansi pusat, piliheh
' Kepala Kentor Begional Badan HKepegewalan Negara pka calon
FFPE yang bersangkutan meropakan calon FPPE di instansd
daeral
9. L9 Tulislah wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara sesuai
dengan kantor bayar untuk calon PPPE
20, 20 Tulislah wilayeh Badan Pengelolaan Kevangsn Dacrah  seauai
dengan kanoor bayar untuk calon PPPE
21. 211 Tulislah nama kentor cabang PT. TASPEN (Persers] sesuai dengan
wilayah kerja penempatan calon PEPE
22 22 Tulislah tambahan tembusan seseal dengan kebutuhan instansi
MaSINE- HASITHE

KEPALA
BADAN KEPECGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK TNDONESTA,

Salinan sesual dengan ashinye

Ll

BiMA HARLA WIBISANA




LAMPIRAN I

PERATUREAN BADAN EEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK ENDOMNESTA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

FERUBAHAN PERATURAN BADAN KEPECAWAIAN
HNEGARA NOMORE 1 TAHUN 2019 TENTANG
FETUNJUK TERKNIS PENGADAAN PEGAWAL
FEMERINTAH DENGAN PERJAMIIAN KERIA

Hama Instansi'
PETIKAN
EEPUTUSAN ....20
Nomor : ........7
TENTANG

PENGANGHATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Kama PPE3?
Menimbang : Dty
Mengingat 3 Dot
MEMUTUSEAN
Menetapkan
KEZATL : Menganghkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor woat o,
Nama AP e
Tempat/Tanggal Lahir B -
Jenis kelamin e gt s i 2
Pendidikan B e i N Tahuf . .oceeenen 7l
menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Parjanjian Kerja dengan:
Kebutuban Jaksatan i H
Unit Kerja R AT E SR |
Instans T R 1
Pencana Masa Perlanjlan Kecpe 5 0 1|
KEDUA ¢ Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan

diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya,

Cutetapkan di ... 12
pada tamggal ..., 13
Petikan sesuai dengen aslionya, PPE=
e il
Petikian kepulusan ini disampaikan kepada: i

11 Eepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawsinn Negarn!™
2] Kepala Kantor Pelayenan Perbendaharnan Negara ... I
31 Kepala Badan Pengelolasn Keuangan Daerah .18
;] Kepala Kantor Cabang ..."% PT, TASPEN [Persera)
(P afij

catatan:
*I diisi sesuai dengan Lampdran Keputusan kolektif,



PETUNJUE PENGISIAN LAMPIRAN Io

E 1] Cunakan kop surat mstans becsanghutan

2. 2] Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan

. 3 Tulislah nomaor ]-:e-p-nutumn

4, ) Tulislah nama lengkap besorta geia?:ainn FFPE (apabiia ad)

3. 3l Tulislah tempat |kabupaten/kotal dan tenggal lahir l:ah:-nl-"PPJ-:_

f. fi) Tuliglah penis kalamin calon PPPK

7. Tl Tulislah strata, perdidikan dan tahun lulus calon PPPE sesumi
BTTE/ ljazah -

B Tulislah name kebutuhan jabatan calon FPER

5. Tulislah noma wnit kerja penempatan caton PPPE

Lo 109 Tulislah nama instansi calon PPPK

1. 11 Tulislah rencana masa kerja calon PPPE

12 12 Tulislah nama tempat penctapan kepuinsan

I3 13) Tulislah tanggal penetapan keputasan

1&. 14) Tulislah nama PPK

15 15 Tulislah nama JPT yang membidang kepegawakan paling rendah
JPT Pratams

16. 18) Pilih Kepala Badan Kepegawsian Negara jika calon PPPK yang
bersangkutan merupakan alon PFPK di instansi pusst, pilih
Kepala Kantor Regional Badan Kepegawainn Negarn jiks calon
FPPE yang bersanglkutan merupakan calon PPPE di isstans
daerah

17, 17 Tulislak wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharasn Negara
sesuai dengan kantor bayar uniuk calon PPPE

18 18] Tulislah wilayah Badan Penpelodaan Kevangen Daerah sesuai
dengan kantor bayar untuk calan PRPE

19. 19 Tulislah nama kantor cabang PT. TASPEN (Persers) sesusi
dengan wilayah kerja penempatan calon PPPE

20 20 Tulistah tambahan tembussn sesusi dengan kebutahan instansi
MASINE-MAasing

Halinan sesual dengan aslinya

KEPALA
BADAN KEPEGAWALAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

i,

BiMA HARIA WIBISANA



LAMPIEAN [l

FERATURAN BADAN BEEFEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INCONESA

MOMOE 18 TAHUN 2000

TENTANG
PERUBAHAN  ATAS

2010 TENTANCG

FERATURAMN  BADAN
HKEFEGAWALAN MEGARA NOMOR 1 TAHUN

PETURILI

TEKHIS

PERGADAAN FECAWAI PEMERINTAH DENGAN

PERJARJIAN KERIA

USUL PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI FEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

INSTANSL ..oovarannas U

Nama Lengkep

MOMOR: ...

DITERIMA TANGGAL:

Rl

Kab/Kota Tempat Lahir

4

Tanggal Labir

Jenizs Kelamin

Pria / Wanita

Strarus Perkawinan

Cl

Agama/Aliran Kepercayasn

Status Kepegawaian

hazah [STTE

Mo

Tgl.

Kebutuhan Jahatan

Golongan

Lal

Ep.

Unit Keria

Surat keterangan Sehat

o —— e S

Til.

Mengonsums: Mengpunakan Napza

Mo,

B

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

Mo,

Tgl.

]

Nomor Induk FPPE

Rantor Bayar

L]

Jenis Kebutuhan Pegawsi

FPPK Tahun Angparan

19

Rencana Masa Perfanjian Kerja

afd

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati / Walikota

marrrTraiEs T ra TR TR Pread A ra R raava




PETUNJUK PENGISIAN LaMPIRAN 11

M KODE URAIAM
-._P:..
L ] Tulislah nomor uewl penetapan Nomor Induk PP
. 2 Tuliskah nama instansi pengusul Nomor Induk PPPE
3 3) Tulislah nama lengkap heserta gelay calon PRPK [apabila ada)
4. 44 Tulislah tempat {kabupatenkota) dan tanggnl lahir calon PPPK
3. 5 Tuliglah tanggal lahir calon PPPE
o &} Pilih salah satu
7 7 Tulislah status perkawinan calon PPPK [Kawin/Belum
Kawinf Duda fJanda)
a8,
8l Tulislah agama faliran kepercayaan yang dianut oleh calon PPPE
g, . . _ e . |
9 Tulislah Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
jEis 109 Tulislah strate, pendidikan dan tahun lulus ealon PPPK sesuai
STTEljazah
52 L) Tulislah nama keburuhan jabatan calon PPPK
ks 14 Tulislah polengan gaji calon PPPK
13 .
13) Tulislah gaji calon FPRK
e i) Tulislah nama unit kerja. penempatan calon PPPK
15 15 Tulislah tanggal surnt keternngan schat den nama delter vang
menetapkan surat keterangan sehat calon PPPE
16, L&) Tulislah nomor surat keterangan tidal mengonsumsl /
menggunakan Napza dan tanggal surat keterangan tersebut
dikeluarkan
17, 17] Tubislah nomor dan tanggal surat keterangan catatan kepolisian
dikeluarkan
18 18] Tulialah wilsynh Kantor Pelayanan Perbendaharman Negara
' wilayah Badan Pengelolann Keuangan Dacrah sesual dengan
kontor hayar PPPK
19,
2 19 Tulislah tahun angearan pengangkaian calon PPRK
20) Tubislah rencana mesa Perjanjian Kega calon PPRE
21. 21) Tulislah nama tempat den tanggal usul penetapan Nomor lndulk
FFPK
22, 22) Tulislah nama instanst yang mengusulkan penetapan Nomor
Induk FPFK
23 23)

Tulisleh nama PFE

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

rtd.

BIMA HARLA WIBISANA




LAMPIRAN [

PERATURAN BADAN KEFEGAWALAN NEC/A RS

EEFUBLIK INDONESLA

KOMOR 18 TAHLIM 2000

TENTAMNE

PEEUBAHAN ATAS FERATURAN BalAN KEFPECGAWLIAN
NEGARA NOMOR | TAHUN 201% TENTANG PETUNJUR
TEEMIS PERCADAAN PECAWA] PEMERINTAH DERGAN
FERJANJIAN EERIA

Contoh Pedjanjoan kena

MNomar ... .

Padr hari ind ..., tampal ... bulan ..., tahuan ... yang bertandatangan di bawah ini:

I Menteri ... fHepala Lembaga ... Kepala Baden .../ Gubernur.... /Bupat ... SWalikota ... a3
untuk selanjutnya disebut Pihak Kesalu,

Atau =i

Namn B L i e s o L
Jabalan s o
dalam hal ini bertindak untuk den ates nama Menter: ... /Kepala Lembaga ... JEzpala Badin
.......... fGubernur........../Bupat ... Walikota ... % berdasarlan Surat Keputusen .........
MamGr i tenggal ..ooeeee-e B, untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

. Namuay L -
Komaor Induk FPPE . ||
Tempat/ gl lahar e amj
Pendidikan PR L |- 1.1 16 {n T |
Alamar |

dakam hal ini bertindak untak dan atas nems dirt sendin, untuk selanutnya disebut Pihak Kedua,

Pihak Kesitu dan FPihak Kedua sepakat untuk mengikatkan din satu sama lain dalam Pegjanjinn Kerja
dengan ketentuan schagaimana dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berilout:

Pasal 1
Mosa Perjanjian Kerja, Jabatan, dan Unit Kerja

Pihak Kesatu menerima dan mempekerjokan Pihak Kedua sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Kerja dengan ketentuan sebagal berikud,

-]
§]
[ 5
d

{11

12

Masn Peranjian Kerja bk Canat L A 1y
Jahatan b T S A e R, ssadabidiar
Muasa Keria sebelumnye S Ly tahwun ooes o0 bulan L8
inil Kerja e L
Pasal 2
Tugas Pekerjaan

Fihak Kesatu membuatb dan menetapkan tugas pekerjsan vang harus dilaksanakan obeh Pihak
Kedua,

Pihak Kedun wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang diberiken Pihak Kesatu dengsn sebaik-
baiknya dan rasa tanggung jawab.



[}

12}
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Pasal 3
Target Kineria

Pikak Kesatu membuat dan menstapkan target kinerja bagi Pihak Kedua selama masa Peganjian
Ketja.

Fihak Kedua wajib memenuhl target kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Kedua.

Pihek Kesatu dan Pihak Kedua menandotangani target perjanjian kinerja sesuat peraturan
perundang-undengan.

Pasal 4
Hari Kerja dan Jam Kerja

Pihak Kedwa wajilb bekerja sesuai dengan hard kerja dan jam kerja vang berlalku di instansi Pihak Kesa,

I
2]

I3}

4

Pasal 5
Disiplin

Pihak Kedua wajib mematuhi semua kewapiban dan larangan

Kewajiban bagi Pthak Kedus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

f. sefin dan wsar pada Parcasila, Undang-Undang Dasar Negarsn Republik Indonesia Tahun 1945,
Megam Kesstuan Republik Indonesta, dan pemerintab vang sakb;

. menjags persatuan dan kessiuan bangsa,

melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pamerintah yang berwenang

mengati ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung

jawak;

pRErT

i menurjukkan integritss dan keteladanan dalam sibap, pecilaky, ueapan, dan tindakan kepada
setinp orang, bailk di delam maupan di luar kedinesan;

g menyimpan rohasin jabatan dan henya dapat mengemukakan rahseia jabaton sesual dengan
ketentuan pemturan perundang-undangan: dan

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayeh Negars Kesatuan Republik Indonesia.

Selain memenuhi kewajiben sebagninmona dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2], Pihak Kedua wagil:

Larangan hog Fihek Kedus sebapgaimana dimaksud pada ayar (1] melipuie:

a. menyalhgunokan wewenang;

b. metgadi perantara untuk mendapaticsn  keuntungen pribadi danjatzu orang lain dengan
mengpunakan kevenangan orang lain;

oo tanpa izn Pemerintah menjadi pegawai atay bekerjn untuk negara lain dan/stag lembaga atau
organisasi internasional;

d. bekerjs pads perusahasn asing, konsulten esing, atau lembags swadayn masyarakat asing:

e. memliki, menjual, membeli, mengzadaikan, menyvewakan, atau meminjamkean barang-barsng
baik bergerak atau tdak bergerak, delkumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

[. melabukan kegiatan bersama, dengan atasan, teman scjawet, bawehan, atau srang kain di dalam
maupun di lnar lnghungan kergjanya dengan tajuan untak keuntungan pribadi, gelongan, atau
pihak fgin vang secara langsung atay txdak langsung merugikan negara;

g membernkan atau menyangpupl akan membert sesuaty képada siapapun baik secara langsang
ateu tidalk langsung dan dengan dallh apapun ontuk diangkat dalam jabatan;



)

&)

h. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dar sinpapun juga vang berhubungan dengan

I

jabatan dan/alay pekerjaannya;

pertindak sewenang wenang terhadap bawahannya;

melakukan suatu tindakan atau tidak melalkuken suaty tndekan yang dapat menghalangi atau

mempergulit salah satu pihak yang dilayan: sehingga mengakibatkan kerugian bagt vang dilayani:

menghalangi begjalannya tugas kedinasan,

memberikan dukungan kepadis calon Presiden/Wakil Presiden. Dewan Perwakilan Ralkyat, Devwin

Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

1} ikut sertn sebagai pelaksana kampanye;

2]  menfadi peserts kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribul Aparatur Sipil
Negara;

3] sebagai peserta lkampanyve dengan mengerahlan Aparatur Sipil Megara lain; danfatag

4  sebagal peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara,

. memberikan dubungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:

1} membuat keputusan dan/atau tindakan yang mengentunghan stau merugikan salah satu
pasangan calon selama mase kempanye; dan/atmu
2y mengadakan kegatan yang mengareh kepada keberpihalkan terhadap pesangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, danfatay sesudah masa kampanye melipuri
pertemuan, ajaken, himbavan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatar Sipil Negara
dalam linglungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
membertkan dukungan kepada calon anggota Dewsn Perwalelan Daerah atau calon Kepala
Daerah /Walal Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu
Tanda Penduduk amu Suret Keterangan Tanda Penduduk sesuwal peraturan perundang-
undangan; dan
memberikan dukungan kepade calon Kepala Daerah /Walil Kepala Daerah, dengan cara
1) terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerab/Wakil Kepala
Daerah;
2} menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabazan dalam kegiatan kampanye;
3} membuat keputusan dan/atey tindekan yang menguntungkan atau merugikan salah =atu
pasangan calon selama mass kampanye; dan/atan
4 mengadakan kegintan yang mengarab kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu sebelum, selama, danfatau sesudah mass kampanve meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atea pemberian barang kepnda Aparaiur Sipil Megara

dalem lingkungan kerjanva, enggota keluargs, dan mesyarakat.

Selain larangan sehagaimana dimaksud pada ayat |4), Pihak Kedua dilarang:

Pihak Kedus yang tidak mematuhi kewajiban dan/atan melanggar larmngan sehagaimana dimaksud
padn ayat (2], ayat (3§, avat (4) dan syat (5] diberikan sanksi berapa:

a.

Hanksi ringan berupa:
3§ O it -

& i atan

) s 1M
Sankei zedang berupa:
| R
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i

15

]

i1

i

(1)

[

€. Banksbermt Berupa;
1} pemuetusan hubungan Pesjenjian Ketja dengan harmat;
2] pemurusan hubungan Parganjian Ketja dengan hormat tidak atas permintaan sendisl atay
3 pemeztusan hubungan Peganjian Kerja tidak dengan hormat,

Pasal 6
Gaji dan Tunjangan

Pihak Kedua berhak mendapat gan dan tunjangan sesusai dengan ketentusn peraturan perundang-
urilangan,

Pihnk Kedua berhak menerima gaj dalam golongan .. 2 5Ebesar B oo
Pihak Kedua berhak menerima tunjangan terdici atas:

a. hunjangan keluarga sebesar Bp oo foeemeneon 324

b. mnjapgan pangsn sehesar Bp, .. oz, 13

£. lungangean jabatan stukmral schesar Bpoo......, s | 4

d. tunjangen jabatan fungsional sebesar Bp. ovvieeeens Bty oo | am

e. unjangan lainnya sebesar Bp, . AR j 2

Besaran tunjangan Pihak Kedun scbagpimana dimaksud pada ayat (3) diberiken sesus) dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pembayaran gaji dan funjangan sehagaimans dimaksud pada ayat [2) dan ayat |3, dilakukan scjak
Fihak Kedua melaksanakan tugas vang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas
deri pimpinan unit kerjo penempatan Pihak Kedua.

Apabila Pihak Kedua yang melaksanakan tuges pada tanggal han kerja pertama bulan berkenaan,
gaji dan tunjangan schapaimans dimaksud pada syvat (2] dan avat {3} dibayarkan mulai bulan
berkenaan,

Apabila Pihak Kedua yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada
bulan berkenaan, gaji dan tunjangan sebagaimans dimaksud pada ayat (2) dan avat [3} dibayarkan
miulai bulan benkutnya

Pembayaran gaji dan tunjangan Pihak Kedua dilaksanokan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Penerimaan gaji dan/famau wnjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat {3), dapat
dilakrukan pemotongan pada saat pembayaran, sesuai ketentuan peraturan pery ndang-undangan.

Pasal 7
Cuti

Fihak Kedua berhak mendapatkan cuti tahunan, eut sakit, cuti melahirkan, dan cutl bersama
selamea maza Perianjian Kerpa,

Cuti sehagaimans dimakeud pada ayat (1] dilaksansksn sesumi dengan kelentuan peratuamn
perundang-undangsn.

Pasal B
Pengembangan Hompetensi

Pihak Hesam membenkan pengembangan kompetensi kepada Pihak Kedua uniuk mendukung
pelnksanaan tuges sclama masa Perjanjian Kerja dengan memperhatilkan hasil penilaian kinerjs
Pihak Esdug.

Pelaksanasn pengembangan kompetensi sebagaimans dimakeud pads ayvat (1) dilaksanaksn seauai
dengan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 9
Penghargaan

Fihak Kesatu memberikan penghargaan kepada Pihak Kedua berupa:

g, tanda kehormatan;

b. kesempatan pricoitas untuk pengembangan kompetensi; dan/stau

e, kesempatan menghado acara resmi den/atau acara kenegarasn,

Pemberian penghargasn kepada Pihak Kedua sebagaimona dimeksud pada ayast (1] huraf &
dilalkzanakan seanai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedus sebagaimana dimaksud pads ayat (1) horuf b
diberikan kepada Pihak Kedua apabila mempunyai penilaian kinera yang paling baik.

Pemberian penghargaan kepada Pihak Kedua ssbagaimana dimalesud pada ayvat (1) huruf ¢ dibesikan
kepada Pihak Kedus setelah mendapatken pertimbangan darl Tim Penilai Kinerfa Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang sda pada Pihale Kesgiu,

Paszal 10
Perlindungan

Fibak Kesatu wajib memberikan perlindungan bagi Pihak Kedua berupa:
4. jambnan hari tug;

b. jaminan kesshatan;

c. jaminan kecelakaan kerja;

d, imminan kematan: dan

e. bantuan hukum

Perlindungnn sebagaimana dimaksud pada syat (1] hurul &, huraf B, huruf ¢, dan hurul d dilalukan
dengan mengtkutsertakan Pihak Kedua dalam program sistem jaminan sosial nasional

Perlindungan sebagrimana dimaksud pada avat (1) huruf e diberikan kepada Pihok Kedua dalam
perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanann tugas.

Pemberian perlindungan kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayvat (1] dilaksanakan
sesual dengan ketentugn peraturan perundang-umdangan,

Pasal 11
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kedja

Fihak HKesatu dan Fhak Kedus dapat melakuken pemutusan hubungsn Perjaniian Kerfa deagan
ketentuan sebagai berikut:

i

i

Pemutusan hubungan Perjanjinn Kerja dengan hormat dilalukan apabila:

a. pangks walkiu Pegjanjian Kedga berakhie:

k. Fihak Kedus meninggal dunia;

¢. Pihak Kedua mengajuksn permohonan berhentt sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja; atan

d. terjadi perampingan organisas] atan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengumngan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kege pada Pihak Kesatu.

Pemutusan hubungen Perfanjion Kerja dengan hormat tidak stas permintaan sendin dilabouleans

apahila:

a. Fihak Kedua dihukum penjam berdasarkan putusan pengadilan vang telah memilid leelouatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 {dua) tahun dan tindak
pidana dilnkukan dengan tdak berencrna;

. Pihak Kedua melakukan pelanggaran kewajiban dan/atau larangsn sebagaimana yang dimabksud
dalam Pagal 5: atau



¢ Pihak Kedua tidak dapat memenuhi target kinerja vang telah disepakati sesuni dengan Perjanjian
Kegjn.

(4 Pemutusan hubungan Perjanjian Kerja tidak desgan hormat dilakukan apabila:

a. meiakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan fatay Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b, dihukum penjara atau kurongan berdassrkan putosan pengadilan vang telah memiliki kebuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejshatan jabatan atau tindak pidana yang sda
hubungannya dengan jahatan;

<. mepnjadi angeota danfaten pengurus peartai politik; atan

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memilild keluatan hubkum tetap
karens melakukan tindak pldana yang diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) whun atay
lehih dan tindak pidana tersebut dilaloukan dengan berencara.

Pasal 12
Penyelesaian Perselisihan

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kenm ini terjadi perselisihan, maka Pihak Hesatu dan Pihak Kedua

sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pagal 13
Lain-lain

{11 Pihak Kedua bersedin melaksanakan seluruh ketentuan yang telah distur dalam peraturan
kedinasan dan peraturan lamnys yang berlabu di Pibeak Kesatu,

(2) Fihak Kedus wajib menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dolumen maopun informasi milik
Fihak Kesntu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

i3] Pibak Kesatu dapat memperpanjang masa Perjanjien Kera yang dilaksanekan sesusi dengan
perabturan perundang-undangan

Demikian Peranjian Kerja Ini dibuat dalam rangkap 2 (dea) oleh Pihsk Kesatu dan Pihak Kedus dalam
keadagn sehat dan sadar serta tanpa pengaruh staupun paksasn dari pihak manapun, MEsin - Masing

bermeterar cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihalk Kesatu Pihak Kedun



PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN 111

NG KODE LIRA1AN

I b J

I L} Dalam hal masa Peganjian  Kerja  diperpanjang, ditambahkan  kats
“PERPANJANGAN" sebelum frasa PERJANJIAN KERJA,

X 7 Tulislah nomor sural Perunjian Kerja

3 a4 Tulislah nama instansiflembaga/dasrah PPE

4. 4} Filth galah satu,

a. 5) Tulislah nama PPK atau pejabal yang diberi kussa oleh PPE untuk
menandatangani Perjanjian Kers

. B} Tuliglah nama jabatan PPK atau pejabat vang diber kuasa oleh PP untuk
menandaangani Perjanjion Kerja

T 7] Tulislah Keputusan PPK yang memberikan wewenang penandatangan
Perjanjian Kerja.

8. 2 Tulisiah nama PFPK

. aj Tulislah Nomor Induk PPPK

14, 100 Tulislah kabupaten/kota kelahiran dan tanggal kelahiran PEPK

11. 11} Tulislah steata, pendidikan dan tahun lalus PPPK sesuai STTB/ liazah -3

12, 13 Tulslah alamat tempat tingml FPPE

13, 13 Tulislah tanggal di hari kerja pertama, bulan dan tehun awal masa Pedanjlan
Kerja dan masa Perjanjian Kera tidak boleh lurang dari 1 (satu) tahun.
Tanggal mulai berlakunya Perjanjian Kerjn ditulis paling kurang sama
dengan tanggal ditandatanganinva Perjanjian Kerja stan deak  boleh
mendahului tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja.

14, 14 Tulizlah nama jabaten PEPK

15, 15) Tulislah masa ketja PPPK yang dimiliki dalam jabaten sebagaimana tertulis
pada angka W, apabila Peganjan  Kerja vang  dibuat  merupakan
Perpanjangan Perjanjian Kerja sebehuminya.

LG. 1) Tulislah nama umi kerja penempatan PPPK

17, 17] Tulislah kewajiban lein yang wajib diteati oleh Pihak Kedua sesuai
kurakteristik dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pihak Kesatu

I &, 13 Tulislah lerangan lain yang wajib  dibindard oleh  Pihak Kedus sesual
karaktenstilk dan ketentuan yang berlabu di lingkungan Pihak Kesst,

14. 149) Tulislah sanlksi ringan yang akan dijaruhkan kepada Pihak Kedua apahilp
Pihak Kedua Gdak menasti kewajiban dan/atau melanggar larangan vang
telah tercantum dalam Perjanjian Kerja, sesus karakteristik den ketentuan
yvang berinku di linghungan Pihok Kesatu.

20. 20} Tulislah sanksi sedang yang akan dijatuhkan kepada Pihak Kediua spabika
Pihak Kedun tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan yang
telah tercantum dalam Perjanjian Kerja, sesuai karakteristik dan ketentuan
yang berlalo di lingkungan Pihak Kesatu.,

21. 21) Tukbislah golongan dan gaji yang dibenikan lkepada PPPE

22, 23 Tulislah tunjangan vang diberikan kepada PPPK

KEPALA
BADAN KEPEGAWALAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

tid,

BIMA HARIA WIBISANA




LAMFIEAN I'Va

FERATURAN BADAN HKEPEGAWAIAN NECARA REPUBLIE
[NCONESLA

MOMOR 18 TAHUN 2020

TEMTANG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN EKEPEGAWALAN
NEGARS ROMOR | TAHUM 20010 TENTANG SETLNILE
TEENIZ TPENCGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH @ DENGAN
PEEJANJIAN EERIA

TENTANG
PENGANGEATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Nama PPFE

Mesimbang : bahwa Calon Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang namanys teraebut calam
Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sehagai Pegawal Pemerintah dengan
Perjanjian Kera;

Mengingat ¢ 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
2, Peraturan Pemerintah Nomor 4% Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjion Karja;
3. Peraturan Presiden Nomor ... .4 Tahun ... tentang ... 9;
4. Peraturan Badan Kepegawainn Negara Nomwor ... % Tabuan 6 tentang ...

MEMUTUSHEAN
Menetaphan
KESATU ¢ Terhitung mulad ..o SANIPRL BENERAN eveini oo sesnnes W mengangkat menjadi Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
Marma 1 R
Momor Induk PPPK I At vird a siied i e O
Tempat /Tanggal Lahir AR rrE b nr e a By A R T et
Jenis Kelamin SR 1
Petrdidilian vibisssziss FH DRI et i
Jabatan H L T LN TR R L LW Ldl
Golengan T ey T vndaseas i
Gaji E e e e bt s s 4]
Unit Kerja e e R R 1gj
Inatansi T R 3 i
KECLUA ¢ Dalam hel terdapat perpanjangan Perjanjian Kerjs, Keputusan Penganghkatan PPPK ini masih
berlaku sampai dengan berakhirmya janghka waktu perpanjangan Peganjian Kerja,
KETIGA + Belain gaji tersebut, kepada yang bersangloatan diberikan penghaasilan lsin yang sah sesual
dengan ketentuan peraturen perondang-undangan.
KEEMPAT ¢ Apabila di kemudien hard termynta terdapat kekeliruan dalam keputusan inl ciadakan

perbailan dan perhitungan kembali sehagsimana mestinya.
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimans

mestinya,
Ditetaplan di ¢ e, 18
pada tanggal . s
PP
a0

Keputugan ini disampaikan kepada;

1} Kepele Badan Kepegrwaian Negara/Kepala Kantor Reglonal Badan Kepegawsian Negara ... 1L
2} EKepala Kantor Pelayanan Perbendsharaan Negara .51

3 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dasrah ... 9%

4l Expala Kantor Cabang ......."% PT. TASPEN (Perserol




PETLNJURK PENGISIAN LAMPIRAN TVa

MO KODE LIRALAN
T I-:.I - < .
1.
L) Cromakan kop susal instanst bersangkutan
Z, 2 Tulislah nama jabatan dar pejabat yang menetapkan keputusan
2. 3 Tulislah nomor keputusan
4, 4 Tulislah mnomor, tahun, dan tentang Peraturen Presiden  vang
mengaiur tentang gap dan tunjangan PPPE
5 L] Tulislah pomor, tahun, dan tentang Peraturan Badan Kepegawsaian
Megara yang mengaiur tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PEPK
i, ) Tulislah tenggsl, bulan dan tehun masa pedjanjian keoa PPPK
sesubl dengan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja
i
) Tulislah namea lengkap beperta gelar PPPE (apabila ada)
B, &j Tulislah nomor induk PPPK
5. o) Tulislah tempat (knbupnten, lota) dan tanggal lahir PPPK
1. 10} Tulislah jenis kelamin PRPK
11, 11y Tulislah strats, pendidikan dan tahun lulus PPPK Kerja sesusi
STTH, ljazah
12 12} Tulislah nama mbatan PPPE
13. 13} Tulialsh gobongan gaji PPPK
14, 14 Tulislah gaji PPPK
15, 15} Tulislah nama unit kerja penempatan PRPK
16, 16} Tulislah nama instansi PPPR
L7. L7} Tulislah masa peckanjian kerja PPPE
18, 18} Tulislah nama tempat penetapan keputusan PPPK
1%, L&} Tulislah waaggal penetapan keputusan PPEK
20. 20} Tulislah nama PPK
21) Filihlah Kepala Badan Kepegawaian Negara jika PPPE  yang
21, bersangkutan merupakan PPPK di instansi pusat, pilihlah Kepala
Rantor Regionsl Badan Kepegawaian Negara jikm PPPK yang
bersanglutan merupakan PPPE di inatansi daerah
2% 22 Tulislah wiayah Kantor Pelayanan Perbendahaman Megam sesuai
dengan kantor bayar PPPE
23, 23) Tulislah wilsyah Badan Pengelolean Keuvangen Daerab sesusd
dengan kanlor bayar FPPK -
24, 24) Tulislah nama kantor cabang PT. TASPEN [Persero) sesual dengan
wilayah kerja penempatan PPPE
I3 25) Tulislah tambahan tembusan sesusl dengan kebutuhan instans
(S E b TR SR T

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,
REFLUBLIK INDONESIA,

tid.

BIMA HARLA WIBISAMA

Julia Leli Kurmiaeri



Menimbang

Mengingat

LAMPIRAN IVh

PERATURAN  BaDAN KEPEGAWAIAN  NEGARA
EEFUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHLUN 36

TEMTAMNC

FERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN
HEFECAWALAN NEGARA HOMOE | TAHUNM 2019

TEMTANG PETUNIUK TEKNIS FEMGADAAN PECGAW AL
PEMERINTAH DENGAN FERIANJLAN KERTA

Hama Instansill

bahwa Calon Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja vang namanys tercantum dalam

fajur ¥ Lampiran Eeputusan ini memenuhi svarst untub diangkst menjadi Pepawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

bl =
i

dengan Perjanjian Kerja;

L

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 4% Tahun 2018 tentang Mansjemen Pegawal Pemerintah

Peraturan Presiden Momor ... 4 Tahun ... 4 tentang 4
Peraturan Badan Kepegawaian MNegars Nomor ... Tahun .. 50 lentang 3

MEMUTUSHKAMN

Menetapkan

PERTAMA :

KEDLUA

KEEMPAT

Mengangkat Calon Pegowai Pemerintah dengan Perjanjian Kerfa vang namanya tersebut dalam

Iajur 2 Lampiren Keputuzan ini menjadi Pegawar Pemenntah dengan Perjanjian Kerja,
kepadanya diberikon gaji setiap bulan sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur @ Lampiran
Eeputusan ini;, dengan masa perjanjian kecja sebagaimana tercantum dalam lajur 11 sampsi
dengan tanggal sebagaimana tercantum delom lajur 11 Lampiran Heputusan ini, seris
ditambeh dengan penghasilan lain vang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan,

Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pepgangkatan PPPE ini masih

berinku sampai dengan beralchirmys janpka walitu perpanpangan Peganitan Kega,

Apabila di kemudian hari ternyaca teedapat kekeliroan dalam keputusan i, aken disdalkan

perbaikan dan penghitungan kemball sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimaria

MESETyY.

Keputusan mi disampailkan loepada:
Kepals Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Eeprgawaian Negam?!

1]
2)
3
4|

Kepala Kantor Pelayvanan Perbendaharaan Megara .

Kepala Badan Pengelotean Keaangan Dhaerah .. 4
Kepala Kantor Cabang ....... | FT. TASPEN (Persero)

=

Ditetapkan di =~ ....... 13
padn tanggal ... 19
'P'FH!I

Catatan: "sampai dengan 3 diisl dehgan menggunakan petunjuk pengistan Lampiran [va,
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LAMPIRAN [V

PERATURAN BADAN EKEPEGAWAIAN MEGARA RBEPUBLIK
[INDONESIA

MOMOR 18 TAHLIN S0

TENTAMN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN MEGARA
ROMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKHIS PENGADAAN
PECAWA] PEMERINTAH DEMNGAN FERJAMIIAN KERIA

Wama Instansill

PETIHAN
KEPUTUSAN .....2
Homuor © ........ |
TENTANG
PENGANGHATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
Nama PPE2
Menimbang : Drat;
Mengingat . Dt
MEMUTUSHAN
Menetaplan
KESATU ¢ Menganghkat nama yang tersebut di Bawah ind, nomoer unat L. "l
Mama R H
Momar Induk PPPER E A Y 5
Tempat /Tangeal Lahir T T TR ™
Jenia kelamin T TR )|
Pendidikan Tk et B Talin s
Jabatan e ]
CGolongan LSRR e Eij
Ciaji £ i b s AT
Unit Kerja B ey LE]
Instansi L L]l
Terhitung mulai tanggal .......000. 1 sampai dengan tangeal ..., * dinngkat menjadi Pegawal
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan kepada yang bersanghkutan diberikan gojl sebesar vang
tercanium den perghasilan lain yang seb sesuai dengan peraturan perundang-undangan vang
berlakon
KEDUA v Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjisn Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini maszih
berlakw sampai dengan berakhirmya janghas wabktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
EETIGA D Apehila di kermudian har ternyata terdapat kekeliruen dalam keputusan inl, akan disdakan
perbatkan dan penghitupgan kembali sebagaimanea mestinya.
Diterapkan di .
pada tanggal 0 .. 124
Petikan sesuai dengan aslinya, FFK#
1T tid
R

Peti

Petikan keputusan i disampaikan
1] Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor

Pegional Badan Kepegawaian Negara ... 18
2] Eepala Kantor Pelayanan Perbendoaharaan Megara .. 1%
] Kepala Badean Pengelolaan Keuangan Daerah ... 2m
4| Kepala Kantor Cabang ... 211 PT, TASPEM (Pereero)
5] L. 2

Catatemn:
*| diist sesual dengan Lampiran Keputusan kolekef



FETUNJUK FENGISIAN LAMPIRAN IV

L Cunakan kop surat instansi bersanghutan

o 24 Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetagkan keputusan
3. 3) Tulislah nomor kepurusan
1. &) Tulislah nama lengkap beserta gelar PPPK (spahils ada|
5. 5) Tulislah nomor induk PPPK
B, &) Tulislah tempat (kabupaten /kota) dan tanggal khir PPPK
7 Ti Tuliglah jenis kelamin PEPE
B, ]| Tuliglah strata, pendidikan dan  tehun Julue PRPE sesuat
STTB/ ljazah
= “ Tulislah nama jabatan PPPK =3
14. 10 Tulislah polongan gaji PPPE
11. 11) Tulislah gaji PPPK
12 12) Tutislah nama unit lerja penempatan PPPK
13 13] Tulislah pema instansi PPPK
4. 14) Tulislah nama tempat penelapan keputusan
15. 15] Tulislab tanggnl penetapan keputwsan
16. 16) Tulislah nama FPK
17. 17) Tulisiah nama dari JPT yang membidangi kepsgawaian paling
rendah JFT Pratame
18) Pilihlah Kepala Badan Kepegawalan Negara jika calon PEFK vang
13, bersangkutan merupakan PPPK di instansi pusat, pilihlah Kepala

Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara jika calan PPPK vang
Bersanghutan merupakan PPPK diinstansi daerab

15, 19) Tulislaly wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaen Negara sesusi
dengan kanfor bavar untuk PPPE

20, 20) Tulislah wilayah Badan Pengelolaan Keuangan Deerah sesual
dengan kanter bayar untuk PPPK

21, 211 Tulislabh nema kanﬁ: cabang FT. TASPEN (Persern| sesuai dengan
wilayah kerja penempatan PPPK

a2, b Tulislah tambahan cembusan seswal dengan kebutuhan instansi
masing-masing

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REFUBLIE INDOGNESLA,

k.

BIkA HARIA WIBIZANA




LAMPIRAN ¥

PERATUREAN BADARN KEPEGAWAIAN  NEGARA
REFUBLIE INDCROINESIA

NOMOR 18 TAHUN 2020

TEMTANG

FERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN

KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 200%
TENTAND PETUNJULE TEXNIS PENGADAAN FEGAWAL
FEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN EERJA

Corttoh Surnt Pernyataan Melakeanakan Tugas

BURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Nomor ; .......... n
Yang bertanda tangan di bawah ini;
Li-Mamia: 0 dsissdiserei el
2, HIP e i A
3, Pangkat/Golongan RUARE | cooemnice e 4
4, Jabatan b b R AR Bl H
Dengan inil menyatakan babwa:
1, Mama R L AT T Tk S
2. Nomor Induk PPPE L e crrrrE R T L el
3. Jdabalan [Pt p ot 5
& GPIONEATL. ™ 00000 A iierrereserereisiidicesas %
5. Bural Keputusan prnganﬁ:atﬂn sebagal Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kera:
f. Pejabat yang menganghsmt e e Iy
b, Nomaor s e T e 18]
o Tamggal =l iicierereses AT 1H
d, Tanggal mulai !}rrlal-mn}ra
pengangkatam sebagai
Pegawal Pemenniah
dengan Perjanjian Kera | i 13
telah secars nyata melalsanalan togss sejak angEAl e e 14)



FETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN V

i Tuliglah nomar surat pernyataars

2 2 Tulistah nama pejabat yang membuoat surat pernyataan

& 3 Tulislah NIP pejabat yang membuat sural pernyatasn

4, 4} Tulislah pangkat dan golongan ruang pejabal yang membuat surat
permyntasn

5 51 Tulislah nama jabatan dari penjabst vang membuat surat
PEr Tyt

5, 6 Tulislah nams PPPK

7. 7 Tulislah Nomor Induk PFEK

g, & Tulislah nama jabatan PPPK

9, o) Tulislah golengan gaji PPPK

14, 10} Tulislah nama pejabat yang menetapkan surat  keputusan
pengangkatan sebagai PPPE

1. 11} Tulislsh momor penetapan surat keputusan pengangkatan sebagai
FPPPE

L2, 13 Tulislah tsmggal penetapan sural keputusan pengenglatan
sebagal PPPK

13, 13 Tuliglah tanggal mulai berlakunys surat keputosan pengangkntan
sebagai PPFK

14, 14] Tulislah tanggal PFPK secara nyata mulai melaksanakan togns,

15. 15) Tulislah tempat dan tanggsl pembuatan surat pernyatasn

L8 16) Tulislah nama pejabat yang membuat surat pernyataan

17, 17} Tulislah NIP pejabat yang membuat sumt pernyataen

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
EEFUBLIK INDMINESIA,

bl

BIMA HARIA WIBISANA




